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QANUN ACEH 

NOMOR 9 TAHUN 2008 

TENTANG 

PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT  

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

 

Menimbang : a. bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan 
masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-
nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat 
Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, 
dikembangkan dan dilestarikan; 

    
b. bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Adat 

Istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari 
generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-
nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan 
masyarakat Aceh; 

 
c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 99 dan Pasal 162 ayat (2) 

huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh jo Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang 
Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan 
Aceh, perlu diatur Pembinaan  Kehidupan Adat dan Adat Istiadat 
dalam suatu qanun; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b  dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh 
tentang Pembinaan  Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1103); 

 
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 

 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);  
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4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); 

 
5. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan 

Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan 
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 
Nomor 03). 

 
 
 

Dengan persetujuan bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 
dan 

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  QANUN PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam qanun ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 
bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undagan dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.  

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan 
masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undagan dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 

3. Pemerintahan Aceh  adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing.  

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;   

5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah  
unsur penyelenggara pemerintah Aceh yang terdiri dari atas Gubernur dan 
perangkat daerah Aceh.  
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6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses 
demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil. 

7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah 
kabupaten/kota. 

8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih 
melalui proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil. 

9. Wali Nanggroe  adalah pemimpin lembaga adat nanggroe yang independen 
sebagai  pemersatu masyarakat, berwibawa dan berwenang membina dan 
mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat dan adat istiadat, 
pemberian gelar/derajat dan pembina upacara-upacara adat di Aceh serta 
sebagai penasehat Pemerintah Aceh. 

10. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam 
masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. 

11. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. 

12. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi 
pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan 
Syariat Islam.   

13. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan  yang dilakukan secara berulang kali 
untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh 
masyarakat. 

14. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga 
adat. 

15. Reusam atau nama lain adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di 
dalam masyarakat. 

16. Upacara adat adalah rangkaian kegiatan yang  dilaksanakan sesuai dengan 
norma adat, nilai dan kebiasaan masyarakat adat setempat.   

 
 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  

KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT  ISTIADAT 
 

Pasal 2 
 

(1) Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat 
istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat. 

 
(2) Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan 

adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai-nilai 
Islami. 
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BAB III 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 3 

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan: 

a. keislaman; 

b. keadilan; 

c. kebenaran; 

d. kemanusiaan; 

e. keharmonisan; 

f. ketertiban dan keamanan; 

g. ketentraman; 

h. kekeluargaan; 

i. kemanfaatan; 

j. kegotongroyongan; 

k. kedamaian; 

l. permusyawaratan; dan  

m. kemaslahatan umum.  
 

 
 

Pasal 4 
 

(1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan 
untuk membangun  tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang 
yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, 
manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya. 

 
(2) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dan adat 
istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat.  

 
 

Pasal 5 

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk: 

a. menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;  

b. tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat; 

c. membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;  

d. memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, 
bahasa-bahasa daerah dan  pusaka adat; 

e. merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di 
Aceh; dan 

f. menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi 
kesejahteraan masyarakat. 
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BAB IV 
TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBINAAN DAN  

PENGEMBANGAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT 
 

Pasal 6 
 

(1) Wali Nanggroe bertanggungjawab dalam memelihara, mengembangkan, 
melindungi, dan melestarikan kehidupan adat, adat istiadat, dan budaya 
masyarakat.   

 
(2) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat  istiadat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Majelis Adat dan lembaga-lembaga 
adat. 

 
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pembinaan dan 

pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat.  
 
 
 

Pasal 7 
 

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan menumbuhkembangkan 
kesadaran dan partisipasi masyarakat. 
  
 

Pasal 8 
 
Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan 
pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat yang sesuai dengan Syari’at Islam. 

 
 

BAB V 
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT 
 

Pasal 9 
 

(1) Kehidupan adat dan adat istiadat dilaksanakan oleh Pemerintah 
Aceh/pemerintah kab/kota dan segenap lapisan masyarakat. 

 
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dilaksanakan melalui:  

a. lingkungan keluarga; 

b. jalur pendidikan; 

c. lingkungan masyarakat;  

d. lingkungan kerja; dan  

e. organisasi sosial kemasyarakatan. 

 

  

Pasal 10 
 

(1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat  dan adat istiadat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dengan:  
a. maklumat Pemerintah Aceh/pemerintah kab/kota;  
b. keteladanan; 


